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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja 

Puskesmas Kembangan jika diukur dengan pendekatan balanced 

scorecard. Balanced scorecard adalah teknik pengukuran kinerja yang 

komprehensif dengan mengukur kinerja organisasi berdasarkan 

aspek keuangan dan aspek non- keuangan yang menggunakan 4 

perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan perspektif keuangan yaitu pada rasio 

ekonomi dan rasio efektivitas dikategorikan baik, Pada perspektif 

pelanggan menunjukkan tingkat kepuasan pasien yang baik. Pada 

perspektif proses bisnis internal yang diukur dengan aspek sarana 

dan prasarana dan inovasi layanan menunjukkan kinerja yang 

baik. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yaitu kepuasan 

karyawan dan produktivitas karyawan menunjukkan hasil kinerja 

yang baik. Dengan demikian secara keseluruhan dilihat dari empat 

perspektif balanced scorecard tersebut kinerja Puskesmas 

Kembangan telah mencapai hasil yang baik.  
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PENDAHULUAN 

Setiap organisasi, baik itu sektor publik maupun non-sektor publik, pasti memiliki tujuan 

yang ingin dicapai dengan adanya visi, misi dan tujuan. Organisasi sektor publik sering dikenal 

sebagai penyedia layanan masyarakat karena fokus utama organisasi adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Christin & Sembiring, 2023). Pelayanan publik diatur 

dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 merujuk pada rangkaian kegiatan yang bertujuan 

untuk membantu setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan pelayanan mereka, baik itu 

untuk barang, jasa, atau layanan administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Salah satu contoh bidang pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat adalah bidang 

kesehatan. Kesehatan dianggap sebagai hak bagi seluruh warga negara. Pelayanan kesehatan 
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yang memadai dianggap sebagai kebutuhan pokok selain pangan dan pendidikan, dan menjadi 

fokus utama masyarakat.  

Salah satu pelayanan kesehatan adalah Puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih menekankan pada upaya promotif dan 

preventif di wilayah kerjanya. Setiap Puskesmas mempunyai motto yang hampir sama yaitu 

masyarakat sehat dan sejahtera kepuasan kita. Puskesmas menggunakan dana dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan tersebut bertujuan untuk 

mengutamakan penyelenggaranaan upaya masyarakat (Saumillaili & Handayani, 2021). Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penilaian kinerja, baik yang bersifat keuangan maupun non-

keuangan, guna memberikan pemahaman kepada pemerintah mengenai efektivitas dan efisiensi 

penggunaan dana, perspektif konsumen, serta perkembangan karyawan dan puskesmas secara 

keseluruhan. Penilaian kinerja oleh masyarakat menjadi penting bagi organisasi pemerintahan 

sebagai bahan evaluasi untuk mencapai tingkat keberhasilan kinerja yang diharapkan oleh 

masyarakat (Ni’maturohmah et al.,  2022). Pengukuran kinerja Puskesmas bertujuan untuk 

mengevaluasi operasional pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. 

Puskesmas Kembangan merupakan puskesmas yang tidak menyediakan fasilitas rawat 

inap. Puskesmas ini menyelenggarakan layanan rawat jalan, seperti Pelayanan Kesehatan Umum 

dan Usila, Pelayanan BPJS, Pelayanan KIA dan KB, serta Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, 

dan lain sebagainya. Puskesmas Kembangan memiliki layanan Upaya Kesehatan Masyarakat 

(UKM) yang ditujukan bagi masyarakat dan layanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang 

ditujukan bagi perorangan atau kegiatan klinis. Salah satu dari banyaknya Puskesmas yang ada 

di Jakarta Barat Puskesmas Kembangan adalah Puskesmas utama yang ada di Kecamatan 

Kembangan. Berdasarkan data kunjungan atau pelayanan kesehatan yang diperoleh dari 

Puskesmas Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas Kembangan menempati posisi sebagai puskesmas 

kecamatan dengan jumlah kunjungan tertinggi keempat di wilayah Jakarta Barat pada tahun 

2023. Selain itu, Fasilitas yang telah disiapkan oleh Puskesmas Kembangan menunjukkan 

kualitas yang memadai. Dapat diidentifikasi bahwa fasilitas tersebut termasuk kursi tunggu yang 

telah memadai, adanya sistem pendingin udara, ruangan yang luas, keberlanjutan kebersihan, 

dan penyediaan informasi melalui spanduk untuk memandu masyarakat mengenai tata cara, 

syarat, dan peraturan yang berlaku.  

Kinerja Puskesmas Kembangan sebagai puskesmas utama yang mengawasi sejumlah 

puskesmas lainnya di Kecamatan Kembangan menarik untuk diteliti. Dengan memahami kinerja 

Puskesmas Kembangan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh fasilitas 

kesehatan primer dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga 

memungkinkan penyempurnaan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam mendukung 

kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 

Metode Balanced Scorecard adalah metode pendekatan dalam mengukur kinerja organisasi 

yang mempertimbangkan empat perspektif utama yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Karena melibatkan aspek non keuangan, metode ini dianggap sesuai untuk organisasi sektor 

publik seperti Puskesmas dikarenakan balanced scorecard tidak hanya menilai pada aspek 
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keuangan tetapi juga aspek non keuangan. Hal tersebut sejalan dengan sektor publik yang 

menempatkan laba bukan sebagai ukuran kinerja utama, melainkan pelayanan publik yang 

cenderung bersifat non keuangan. (Saumillaili & Handayani, 2021).  

 

LANDASAN TEORI 

Organisasi Sektor Publik 

Menurut Pratiwi & Nurwani (2022), Organisasi sektor publik adalah sebuah entitas yang 

menyediakan layanan publik dan menerima serta menggunakan pendanaan dari pemerintah 

yang dialokasikan melalui APBN atau APBD untuk memberi layanan kepada masyarakat. 

Organisasi sektor publik adalah entitas yang memiliki fokus utama pada pelayanan kepada 

masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan hak-hak umum, tanpa menitikberatkan upaya 

tersebut pada pencarian laba sebagai tujuan akhirnya (Sujarweni, 2022). Maka dapat disimpulkan 

organisasi sektor pubik adalah lembaga yang menyediakan layanan publik.  Selain menyediakan 

layanan bagi masyarakat, organisasi sektor publik terlibat dalam transaksi ekonomi dan 

keuangan.  

 

Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Pengukuran kinerja adalah faktor penting bagi organisasi publik ataupun swasta. Sebab 

hasil  pengukuran kinerja dapat digunakan untuk evaluasi dan juga sebagai  indikator untuk 

memantau keberhasilan implementasi strategi kinerja yang telah dilakukan pada suatu 

organisasi (Anggraini et al., 2020). Pengukuran kinerja memberikan peluang untuk peningkatan 

dan berfungsi sebagai sarana pengendalian bagi organisasi(Christin & Sembiring, 2023). Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan pengukuran kinerja pada sektor publik merupakan sebuah proses 

atau langkah yang penting dalam menilai kinerja sebuah organisasi. Pengukuran kinerja dinilai 

dari dua jenis yaitu kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan yang saling melengkapi. 

 

Balanced Scorecard 

Balanced scorecard, yang diperkenalkan oleh Robert Kaplan pada tahun 1992 merupakan 

perkembangan dari konsep pengukuran kinerja perusahaan. Robert Kaplan mempertajam 

konsep pengukuran kinerja dengan menghadirkan pendekatan yang seimbang dalam menilai 

kinerja srtategis perusahaan. Pendekatan ini terdiri dari empat perspektif yaitu keuangan, 

pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Sa’adah & Maksum, 

2018). Menurut Sujarweni (2022), Balanced scorecard adalah metode pengukuran kinerja organisasi 

yang mempertimbangkan baik  aspek finansial dan non-finansial. Pendekatan ini dianggap tepat 

untuk organisasi sektor publik karena tidak hanya menekankan pada aspek keuangan tetapi juga 

memperhatikan aspek non keuangan. 

Dengan demikan, dapat disimpulkan bahwa Balanced Scorecard adalah pendekatan atau 

kerangka kerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi dalam 

mengukur kinerja. Ini dilakukan dengan menilai aspek keuangan dan non-keuangan 

menggunakan empat perspektif, yaitu keuangan, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, 

serta pembelajaran dan pertumbuhan. 
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Peta Strategi 

Menurut Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2015)  Peta Strategi adalah 

representasi grafis yang menghubungka tujuan strategi yang berbeda melalui hubungan sebab-

akibat, memungkinkan organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai 

inisiatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peta ini sering digunakan untuk menerjemahkan 

visi dan startegi organisasi kedalam tujuan operasional yang spesifik dan dapat diukur. Peta 

stratei merupakan suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu 

kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi 

organisasi (Simpony & Riana, 2016).  

 

Puskesmas 

Puskesmas merupakan salah satu  organisasi sektor publik, yang mempunyai peran 

penting dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 

Puskesmas adalah sebagian dari Dinas Kesehatan yang memiliki tanggung jawab dalam 

pembangunan kesehatan di sebagian wilayah kecalaman. Dalam operasionalnya, Puskesmas 

memiliki orientasi non-profit, yang berarti fokus utamanya adalah memberikan layanan 

kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan yang mendefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat atau 

sarana yang digunakan untuk memberikan berbagai jenis layanan kesehatan. 

 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN 

Penelitiana ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang tidak memfokuskan pada hubungan 

sebab-akibat atau pengujian hipotesis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang 

sistematis dan akurat tentang fenomena yang sedang diteliti.  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data 

primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara. Sedangkan data sekunder 

berupa laporan keuangan puskesmas, laporan kunjungan pasien puskesmas dan data 

kepegawaia puskesmas. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dokumentasi, 

wawancara, dan kuisioner. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data 

menggunakan 3 tahap yaitu editing, koding, dan tabulasi data. Editing merupakan kegiatan 

memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuisoner dan wawancara untuk 

mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap ataukah pelru pembetulan. Koding 

merupakan kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban responden melibatkan pemberian 

kode/simbol serta skor sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, tabulasi data 

merupakan proses mengorganisir dan menyusun data mentah dalam bentuk tabel atau format 

yang terstruktur agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peta Strategi Balaanced Scorecard pada Puskesmas Kembangan 

Gambar 2. Peta Strategi 
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Hasil analisis Penelitian Berdasarkan Perpektif Balanced Scorecard 

1. Perspektif Pelanggan 

Tabel 1. Kriteria Skor Kepuasan Pasien 

Tabel 1. Data Olahan Kuisoner Kepuasan Pasien 

Berdasarkan hasil survei, Puskesmas Kembangan memperoleh indeks kepuasan sebesar 

6670, yang termasuk dalam kategori "baik" menurut interval penilaian 5783-7143. Mengacu pada 

Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023, evaluasi ini mendukung kebijakan 

penilaian kepuasan pasien secara berkala. Dari perspektif pelanggan, hasil ini mencerminkan 

kinerja yang baik, dengan kepuasan pelanggan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan 

pelayanan kesehatan. 

 

2. Perspektif Keuangan 

Dihitung dengan menggunakan analisis rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas 

Tabel 2. Rasio Ekonomi 

Tahun %  

2022 99% Ekonomis 

2023 98% Ekonomis 
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Berdasarkan data rasio ekonomi Puskesmas Kembangan, terlihat bahwa pengelolaan 

anggaran dilakukan dengan sangat efektif. Meskipun terjadi penurunan kecil, rasio 98% tetap 

mencerminkan pengelolaan anggaran yang tergolong ekonomis. Ini sejalan dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023, yang menetapkan bahwa anggaran di 

Puskesmas harus dikelola dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. 

 

Tabel 3. Rasio Efektivitas 

Tahun % 

2022 107% 

2023 124% 

Berdasarkan data rasio efektivitas pada Puskesmas Kembangan, peningkatan rasio 

efektivitas dari 107% pada 2022 menjadi 124% pada 2023 menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dalam pencapaian pendapatan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Puskesmas dalam 

meningkatkan layanan kesehatan dan memperluas cakupan layanan yang berdampak langsung 

pada pendapatan. 

 

Perspektif Proses Bisnis Internal 

Tabel 4. Jadwal Pemeliharaan dan Kalibrasi 
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Berdasarkan data pemeliharaan dan kalibrasi fasilitas di Puskesmas Kembangan untuk 

tahun 2022 dan 2023, terlihat bahwa pemeliharaan dilakukan secara berkala pada beberapa 

fasilitas utama, seperti ambulans, ruang pemeriksaan, laboratorium, dan ruang perawatan, 

dengan jadwal pemeliharaan yang konsisten dari Januari hingga Desember. Kalibrasi peralatan 

medis juga dilaksanakan setidaknya sekali setiap tahun pada bulan Juni atau Juli, yang sesuai 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023. 

 

Tabel 5. Inovasi Layanan 

Berdasarkan data program inovasi yang diterapkan oleh Puskesmas Kembangan pada 

tahun 2022 dan 2023, terlihat adanya peningkatan fokus pada program yang mendukung 

kesehatan masyarakat melalui edukasi dan peningkatan kualitas hidup. Inovasi ini sejalan 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023, yang menetapkan 

bahwa inovasi layanan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

secara keseluruhan. 

 

Perpektif Pertumbhan dan Pembelajaran 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 mengharuskan 

Puskesmas untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan pegawai. 

Hasil wawancara dengan Bu Fida juga mendukung hal ini. Beliau menyatakan bahwa :  

 “Puskesmas Kembangan rutin melakukan pelatihan kepada pegawai, itu dilihat dari 

kebutuhan pegawai dan dari program yang  ada, biasanya dari dinas kesehatannya 

langsung, tapi kita juga mengikuti pelatihan-pelatihan sendiri di luar sesuai yang 

dibutuhkan pegawai.”  

Dengan demikian, Puskesmas Kembangan telah berkomitmen untuk memastikan 

pegawai memiliki akses yang cukup terhadap pelatihan yang mendukung pertumbuhan 

kompetensi mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kinerja 

organisasi dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis perspektif pelanggan di Puskesmas Kembangan, dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan pasien sebesar 6670 menunjukkan bahwa layanan 

Puskesmas Kembangan mampu memenuhi harapan sebagian besar pasien, meskipun 

terdapat beberapa aspek, seperti perilaku petugas dan kecepatan pelayanan, yang perlu 

ditingkatkan. Secara keseluruhan, perspektif pelanggan mencerminkan kinerja yang 

memuaskan dalam menjaga kualitas layanan  

2. Berdasarkan analisis perspektif keuangan di Puskesmas Kembangan, kinerja keuangan 

menunjukkan hasil yang baik. Rasio ekonomi stabil di sekitar 98-99%, mencerminkan 

pengelolaan anggaran yang efisien dan rasio efektivitas naik dari 107% ke 124%, 

menunjukkan peningkatan pendapatan yang melampaui target. Secara keseluruhan, 

pengelolaan anggaran dan pencapaian pendapatan di Puskesmas Kembangan sudah 

optimal, mendukung peningkatan layanan kesehatan. 

3. Berdasarkan hasil analisis perspektif proses bisnis internal, Puskesmas Kembangan telah 

berhasil menerapkan manajemen fasilitas dan inovasi layanan yang efektif. Pemeliharaan 

dan kalibrasi rutin terhadap fasilitas utama, seperti ambulans dan peralatan medis, 

menunjukkan komitmen dalam menjaga efisiensi operasional serta memastikan 

pelayanan yang aman dan berkualitas tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023. Selain itu, inovasi layanan berbasis komunitas, 

seperti program pencegahan stunting dan edukasi kebersihan, mencerminkan upaya 

Puskesmas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara proaktif. Secara 

keseluruhan, fokus pada pemeliharaan fasilitas dan pengembangan inovasi telah 

mendukung Puskesmas Kembangan dalam mencapai tujuan strategis untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan. 

4. Berdasarkan analisis perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, Puskesmas Kembangan 

secara konsisten berusaha meningkatkan kompetensi pegawai dengan meengikuti 

pelatihan dan Puskesmas juga aktif menyediakan pelatihan eksternal sesuai dengan 

kebutuhan pegawai. 
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